No. 11/10 /DASP akarta, 13 April 2009

SURAT EDARAN

Perihal : Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayardengan

Menggunakan Kartu

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Badknésia Nomor
11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pesygbaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran aldgepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indarésmor
5000), dan dalam rangka mendukung kelancaran dzkiifehs penyelenggaraan
kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan Kkaetly diatur lebih lanjut
ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan alabhbgy@ran dengan

menggunakan kartu dalam Surat Edaran Bank Indanesia

l. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PRINSIPAL
A. Pihak yang Dapat Melakukan Kegiatan Sebagai Pahsip
Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan olehkBatau Lembaga
Selain Bank.
B. Permohonan Izin Sebagai Prinsipal
Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgratan sebagai
Prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indones?@rmohonan izin
untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disakapakepada Bank
Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indoneripalang kurang harus
memuat informasi sebagai berikut:
1. jenis kegiatan Alat Pembayaran dengan MenggunakantuK
(APMK) yang akan diselenggarakan;
rencana waktu dimulainya kegiatan; dan

3.  nama jaringan yang akan digunakan.

C. Persyaratan.



Persyaratan Dokumen Sebagai Prinsipal Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksuth gauruf B

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalaang di
dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sePegsipal;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnifuginess arrangement
antara calon Prinsipal dengan PenerBitquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apéuak lain,
yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang namu
a. persyaratan Penerbit,Acquirer, Penyelenggara Kliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihakykng
akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasionabpérating procedure bagi
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akeakeba
sama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penddxtjirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain;

3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p#ég/elenggaraan
kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukaningakurang
memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. analisis persaingan usaha;

c. rencana kerjasama dengan Peneddfjuirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsiuak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

4. Dbukti...



bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok pergangertulis
antara calon Prinsipal dengan PenerbitAcquirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A

dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat kilatiesitang:

1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal

dalam penyelenggaraan kegiatan APMK;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) rencana pelaksanaan kerjasama,;
4) jangka waktu kerjasama; dan
5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengkeda y
mungkin terjadi antara para pihak;
b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep
pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, PeneAwstuirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain; dan
c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Prinsipal dengan Penerb&cquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsluak
lain;
prosedur penanganan keadaan daruwligb$ter recovery plgndan
kesinambungan kegiatan usahauginess continuity planyang
efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yandapat
mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;
fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktigpenaarproven

technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang

meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atidggn

sebagaimana dimaksud pada butir VII.F; dan

7. fotokopi...



7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab lakgiatan
Prinsipal yang akan dilakukan, khusus untuk Bankngya
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigakyar

Persyaratan Dokumen Sebagai Prinsipal Berupa Lean®afzin Bank

Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaanrdimaksud

pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. profil perusahaan cobmpany profile yang antara lain memuat
rencana kegiatan sebagai Prinsipal,

2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk pdrabaya, jika
ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwemtamy harus
dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

3. konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement
antara calon Prinsipal dengan PenerBitquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gpéhak lain,
yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang na¢mu
a. persyaratan Penerbit,Acquirer, Penyelenggara Kiliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akldan/atau pihak lain yang
akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasionabpérating procedure bagi
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akehkefja
sama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penddxtjirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain;

4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke deptas penyelenggaraan
kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukaningakurang
memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. analisis persaingan usaha;

C. rencana..



d.

e.

rencana kerjasama dengan Penewbdjuirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsluak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a.

konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok pergangertulis
antara calon Prinsipal dengan PenerbitAcquirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain, yang tersebut antara lain nag¢rkiausul

tentang:

1) Kkesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal

dalam penyelenggaraan kegiatan APMK;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) rencana pelaksanaan kerjasama,
4) jangka waktu kerjasama; dan
5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengk®ja y
mungkin terjadi antara para pihak;
konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep
pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, PeneAstuirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain; dan
prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Prinsipal dengan Penerb&cquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhidan/atau pihak

lain;

prosedur penanganan keadaan daruwligb¢ter recovery plgndan

kesinambungan kegiatan usahauginess continuity planyang

efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang

timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yangapat

mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

7. fotokopi...



7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi rideauditor

independen internal atau eksternal sebagai bukgigneaarproven

technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang

meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/at@uggn

sebagaimana dimaksud pada butir VII.F;

8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan

APMK yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga i®dbank

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pswaimah; dan

9. rekomendasi tertulis otoritas pengawas LembagairS8ank jika

Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas @eves.

Rekomendasi tersebut paling kurangeliputi kondisi keuangan,

kesiapan operasiondbn kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap

ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwalaga Selain
Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiataragabPrinsipal
dan informasi lain tentang permasalahan-permasalajiang

dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

Il. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PENERBIT

A.

Pihak yang Dapat Melakukan Kegiatan Sebagai Pdnerbi

Kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATMnthtau Kartu

Debet dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga SBiairk.

Persyaratan bagi Lembaga Selain Bank yang AkanirnBlek Sebagai

Penerbit

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatbagse Penerbit

Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajimemenuhi

persyaratan sebagai berikut:

1. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatdragsi
Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bankgy#elah

memperoleh izin dari Departemen Keuangan Repubidohesia

sebagai..



sebagai perusahaan pembiayaan yang secara prirsgat d
melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit;

2. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatdiagsi
Penerbit Kartu ATMdan/atau Kartu Debet adalah Lembaga Selain
Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukanatayi
penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk asiamp
berdasarkan undang-undang yang mengatur mengemabaga
Selain Bank tersebut.

Permohonan Izin Sebagai Penerbit

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgratan sebagai

Penerbit baik sebagai Penerbit Kartu Kredit, K&@M dan/atau Kartu

Debet wajib memperoleh izin dari Bank Indonesiaukasing-masing

kegiatan sebagai Penerbit APMK tersebut. Permohamamisampaikan

kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahadanesia, dan
paling kurang harus memuat informasi sebagai beriku

1. jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan;

2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan

3.  nama produk yang akan digunakan.

Persyaratan Dokumen Sebagai Penerbit yang Berupa Ba

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksuwth gauruf C,

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi RBB tahun berjalaryang di dalamnya mencantumkan
rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnifuginess arrangement
antara calon Penerbit dengan Prinsigatquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gpéuak lain,
yang diketahui oleh pengurus dan paling kurangsberi
a. prosedur kegiatan operasionabpérating procedure bagi

Prinsipal, Acquirer, Penyeleggara Kliring, Penyelenggara

Penyelesaian.



Penyelesaian Akhirdan/atau pihak lain yang akan bekerja
sama dengan Penerbit; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Pring\gajirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p#gelenggaraan

kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan,ngakurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis peeaugpha;

c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai;

d. rencana kerjasama dengan Prinsipalquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsluak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

f.  prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, meliputi:

a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok peijan tertulis
antara Penerbit dengan Prinsip@cquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhdan/atau pihak
lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut aatdain
memuat klausul tentang:

1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsfajuirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan
kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama,;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang
mungkin terjadi antara para pihak,

Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Besnkg,

dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal mekan

Global ...



Global Agreementantara kantor pusat Bank tersebut dan
Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksuklp
menyampaikan fotokogslobal Agreement

b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep
pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsifaguirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Penerbit dengan Prinsip@lcquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemed&aadu,
dan/atau pihak lain;

bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, palimgrig meliputi

manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko ktednanajemen

risiko operasional dan/atau manajemen risiko daf@nggunaan

informasi teknologi, yang berupa:

a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawak

dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi

1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses
pengendalian untuk mengelola risiko yang timbuli dar
penerbitan kartu; dan

2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspekauta
dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan ka

b. Prosedur pengendalian pengamans@cyrity control)untuk
penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturamgenai:

1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukamdala
penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian
Personal Identification NumbgPIN), serta penyampaian
kartu kepada Pemegang Kartu;

2) pemisahan tugas antara proses permohonan, pessgtuju
dan penagihan;

3) kewenangan atau pengendalian dalam pemberian

persetujuan kepada calon Pemegang Kartu;

4) langkah-..



6.

4)

5)
6)

7

10

langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi)
identitas dan otorisasi nasabah yang melakukasakan
APMK;

audit trail atas transaksi Pemegang Kartu;

prosedur yang memadai untuk menjamin integritaa,dat
catatan atau arsip, dan informasi pada transaR8/y
dan

langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan in&®im

Pemegang Kartu,

Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risikeragonal,

paling kurang memuat:

1)

2)

penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko
produk sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan
prosedur penanganan keadaan darw@asgter recovery

plan) dan kesinambungan kegiatan usaHhausiness

continuity plan yang efektif dalam mengatasi dan
meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian
yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu

kelancaran operasional sistem APMK;

Bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi:

1)

2)

rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbea day

manusia; dan

rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang

memuat informasi mengenai:

a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
kegiatan operasional; dan

b) peralatan teknis terkait sistemhafdware dan

softwarg serta jaringan yang akan digunakan;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor
independen sebagai bukti penggungaoven technologydalam
penyelenggaraan APMK, yang paling kurang melipgimpnuhan

aspek...
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aspek keamanan sistem dan/atau jaringan internalerbie
sebagaimana dimaksud pada butir VII.F; dan

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan
Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Bank gyan
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigakyar

Persyaratan Dokumen Sebagai Penerbit yang Berup@mhdga Selain
Bank
Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaanrdimaksud

pada huruf C dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

profil perusahaan company profile yang antara lain memuat

rencana kegiatan sebagai Penerbit;

fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk pdrabaya jika

ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwertam harus

dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement

antara calon Penerbit dengan Prinsipatquirer, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/gp#uak lain,

yang diketahui oleh pengurus dan paling kurangsberi

a. prosedur kegiatan operasionabpérating procedure bagi
Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara
Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akehkefja
sama dengan Penerbit; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Pring\ogiirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p#égelenggaraan

kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan,ngakurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis peesaingaha;

c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai;

d. rencana..



e.

f.

12

rencana kerjasama dengan Prinsipgalquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsliak
lain, termasuk jumlah dan namanya;

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi:

a.

fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjan tertulis
antara Penerbit dengan Prinsip@cquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/apsiuak
lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut amat lain
memuat klausul tentang:

1) Kkesepakatan antara Penerbit dengan Prinsfaauirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian

Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan
kegiatan APMK;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) rencana pelaksanaan kerjasama,

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

mungkin terjadi antara para pihak;
konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep
pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsifatuirer,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan
Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yahgl t
antara Penerbit dengan Prinsip@lcquirer, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemed&aagu,

dan/atau pihak lain;

6. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, palirgrig meliputi

manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko ktednanajemen

risiko ...
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risiko operasional dan/atau manajemen risiko dafenggunaan

informasi teknologi, yang berupa:

a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawaki

dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi

1)

2)

penetapan  akuntabilitas, kebijakan dan  proses
pengendalian untuk mengelola risiko yang timbuli dar

penerbitan kartu; dan

persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspekauta

dari prosedur pengendalian pengamanan penerbitan ka

b. Prosedur pengendalian pengamans&cyrity control)untuk

penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturamngenai:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukamdala
penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian
PIN, serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu;
pemisahan tugas antara proses permohonan, pessgtuju
dan penagihan;

kewenangan atau pengendalian dalam pemberian
persetujuan kepada calon Pemegang Kartu;
langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi)
identitas dan otorisasi nasabah yang melakukasakain
APMK;

audit trail atas transaksi Pemegang Kartu;

prosedur yang memadai untuk menjamin integritaa,dat
catatan atau arsip, dan informasi pada transaR8/

dan

langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan in&®im

Pemegang Kartu;

c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risikeragonal,

paling kurang memuat:

1)

penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko

produk sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan

2) prosedur..
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2) prosedur penanganan keadaan darwdsasgter recovery
plan) dan kesinambungan kegiatan usaHhausiness
continuity plar) yang efektif dalam mengatasi dan
meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian
yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu
kelancaran operasional sistem APMK;

d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi:

1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbea day
manusia; dan

2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang
memuat informasi mengenai:

a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
kegiatan operasional; dan
b) peralatan teknis terkait sistemhafdware dan
softwarg serta jaringan yang akan digunakan;
fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor
independen internal atau eksternal sebagai bui&higgunaan
proven technologydalam penyelenggaraan APMK, yang paling
kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaiman
dimaksud pada butir VII.F;
rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Leml&gjain Bank,
jilka Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas eves.
Rekomendasi dimaksuplaling kurang meliputi kondisi keuangan,
kesiapan operasiondhn kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap
ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwalaga Selain
Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiataragabPenerbit
dan informasi lain tentang permasalahan-permasalajiang
dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut; dan
fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan
Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Leml&ajain Bank

yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pspaimah.

.  PERSYARATAN...
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PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
ACQUIRER

A.

Pihak yang Dapat Melakukan Kegiatan Sebagajuirer

Kegiatan sebagafcquirer Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet dapat

dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank

Permohonan Izin Sebagacquirer

Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukgratan sebagai

Acquirer Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet wajib memperadlgh dari

Bank Indonesia untuk masing-masing kegiatan seb&gailirer Kartu

Kredit dan/atau Kartu Debet. Permohonan izin disskan kepada

Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indmnesn paling

kurang harus memuat informasi sebagai berikut:

1.
2.

3.

rencana waktu dimulainya kegiatan sebagajuirer,

nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggéliang,
Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihakykeng akan
bekerjasama; dan

nama dan jumlah Pedagang yang akan bekerjasama.

Persyaratan Dokumen Sebaganuireryang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksuth gauruf B

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya menhoskan

rencana kegiatan Bank sebagaquirer,

konsep pokok-pokok hubungan bisniBuginess arrangement

antara calonAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagatan/atau

pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paimgng memuat:

a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hddén
kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pedagang dan/atau pihak lain yang bekerjasama wuenga

Acquirer, dan
b. rencana..



b.
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rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipagridften
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A

Pedagang dan/atau pihak lain.

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p#éggelenggaraan

kegiatan sebagaiAcquirer yang akan dilakukan, paling kurang

memuat uraian mengenai:

a.
b.

C.

d.

e.

potensi pasar yang ada;

analisis persaingan usaha;

rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Remggmara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian AkRedagang dan/atau
pihak lain, termasuk jumlah dan namanya,;

rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:

a.

fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjan tertulis
antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhiedagang,
dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian testiérsebut
antara lain memuat klausul tentang:

1) kesepakatan antamacquirer dengan Prinsipal, Penerbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian

Akhir, Pedagang, dan/atau pihak lain mengenai
penyelenggaraan kegiatan APMK;
2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;
3) rencana pelaksanaan kerjasama,;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang

mungkin terjadi antara para pihak;
konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep

pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsifaguirer,

Penyelenggara.
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Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A

Pedagang, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian AkRedagang dan/atau
pihak lain;

bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, palimgrig meliputi

manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko ktedian/atau

manajemen risiko operasional, yang berupa:

a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawaki
dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi
1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses

pengendalian untuk mengelola risiko yang timbuli dar
pelaksanaan kegiatan sebafjaquirer, dan

2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspekauta
dari prosedur pengendalian pengamanan dalam
pelaksanaan kegiatan sebafjequirer.

b. Prosedur pengendalian pengamanaecirity control) dari
pelaksanaan kegiatan sebagaguirer, paling kurang memuat
pengaturan mengenai:

1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukamdala
pelaksanaan kegiatan sebagaAcquirer, seperti
pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu;

2) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi)
identitas dan otorisasi nasabah yang melakukamsakan
APMK;

3) audittrail atas transaksi APMK;

4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas,dat
catatan atau arsip, dan informasi pada transaR8/k

dan

5) langkah..
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5) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan in&sim
Pemegang Kartu,

c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risikeragonal,
paling kurang memuat penanganan keadaan dawiszts{er
recovery plah dan kesinambungan kegiatan usahasiness
continuity plan yang efektif dalam mengatasi dan
meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadiang
tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu Kkelamcara
operasional sistem APMK;

d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi:

1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbea day
manusia; dan
2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang
memuat informasi mengenai:
a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
kegiatan operasional; dan
b) peralatan teknis terkait sistemhafdware dan
softwarg serta jaringan yang akan digunakan;

e. Bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antalan

meliputi:
1) mekanisme pemenuhan kewajibarquirer, dan
2) mekanisme dalam ha\cquirer mengalami gagal bayar
(failure to settl¢;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor

independen internal atau eksternal sebagai buktignenaarproven

technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang
meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana slichgada
butir VII.F; dan

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan

Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsigakyar

D. Persyaratan.
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Persyaratan Dokumen Sebagdeiquirer yang Berupa Lembaga Selain
Bank
Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin sebagaandimaksud

pada huruf B dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

profil perusahaan company profile yang antara lain memuat

rencana kegiatan sebadaiquirer,

fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk pdrabaya jika

ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwertamg harus

dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

konsep pokok-pokok hubungan bisnibuginess arrangement

antaraAcquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang, darpgétak lain,

yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang namu

a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hddén
kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pedagang, dan/atau pihak lain; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipagriften
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pedagang, dan/atau pihak lain;

hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan p#gyelenggaraan

kegiatan sebagaAcquirer yang akan dilakukan, paling kurang

memuat uraian mengenai:

a. potensi pasar yang ada;

b. analisis persaingan usaha;

c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Remggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagang
dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya,;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan

e. target pendapatan yang akan dicapai.



20

5. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa:

a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok pefjan tertulis
antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagimgatau
pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebntara lain
memuat klausul tentang:

1) Kkesepakatan antaracquirer dengan Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian
Akhir, Pedagang dan/atau pihak lain mengenai
penyelenggaraan kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;

3) rencana pelaksanaan kerjasama,;

4) jangka waktu kerjasama; dan

5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang
mungkin terjadi antara para pihak;

b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihakertsep
pengaturan hak dan kewajiba&cquirer, Prinsipal, Penerbit,
Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesai&hir A
Pedagang dan/atau pihak lain;

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yabgl t
antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara
Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pedagimgatau
pihak lain;

6. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, palirgrig meliputi
manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko ktedian/atau
manajemen risiko operasional, yang berupa:

a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawak
dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi
1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses

pengendalian untuk mengelola risiko yang timbuli dar

pelaksanaan kegiatan sebafjequirer, dan

2) _persetujuan.
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2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspekauta
dari prosedur pengendalian pengamanan dalam
pelaksanaan kegiatan sebafjaquirer,

Prosedur pengendalian pengamanaecyrity control) dari

pelaksanaan kegiatan sebagaquirer, paling kurang memuat

pengaturan mengenai:

1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukamdala
pelaksanaan kegiatan sebagaAcquirer, seperti
pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu;

2) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi)
identitas dan otorisasi nasabah yang melakukasakain
APMK;

3) audit trail atas transaksi APMK;

4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritag,dat
catatan atau arsip, dan informasi pada transaR8ik
dan

5) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan iné®im
Pemegang Kartu ;

Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risikeragonal,

paling kurang memuat penanganan keadaan dawisgts{er

recovery plah dan kesinambungan kegiatan usabhasiness
continuity plan yang efektif dalam mengatasi dan
meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadiang
tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu Kkelamcara
operasional sistem APMK;

Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi:

1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbea day
manusia; dan

2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang
memuat informasi mengenai:

a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
kegiatan operasional; dan

b) peralatan..
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b) peralatan teknis terkait sistemhafdware dan
softwarg serta jaringan yang akan digunakan;

e. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antdan

meliputi:

1) mekanisme pemenuhan kewajibscquirer, dan

2) mekanisme dalam ha\cquirer mengalami gagal bayar

(failure to settlé;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor
independen internal atau eksternal sebagai buktignenaarproven
technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang
meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana slichgada
butir VII.F,
fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan
Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Sd&aimk
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan payaiph; dan
rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Leml&gjain Bank,
jilka Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas eves.
Rekomendasi dimaksuplaling kurang meliputi kondisi keuangan,
kesiapan operasiondhn kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap
ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwalaga Selain
Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiataragabAcquirer
dan informasi lain tentang permasalahan-permasalajiang
dihadapi Lembaga Selain Bank tersebuit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI
PENYELENGGARA  KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA
PENYELESAIAN AKHIR

A.

Permohonan Izin Sebagai Penyelenggara Kliring dam/Benyelenggara
Penyelesaian Akhir

Bankatau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan leegsgbagai

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgian Akhir wajib

menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indorsestara tertulis

dalam...
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dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harusuaiemformasi

sebagai berikut:

1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai PenygéragKliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerlditquirer dan/atau pihak lain
yang akan bekerjasama; dan

3.  nama atau merek dagang yang akan digunakan.

Persyaratan Dokumen Sebagai Penyelenggara Klirirgn/athu

Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa Bank

Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksdd paruf A harus

dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya menhoskan
rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Klidag/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnifuginess arrangement
antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggangelesaian
Akhir dengan Prinsipal, PenerbitAcquirer, dan/atau pihak lain,
yang diketahui oleh pengurus dan paling kurangsberi
a. persyaratan Prinsipal, Penerbicquirer, dan/atau pihak lain

yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliringatia
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan haddn

kewajiban  antara  Penyelenggara  Kliring  dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prindfaalderbit,

Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pessgiain
Akhir;

c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan Kkliring atao/
penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan

e. prosedur..
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e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pesgiain
Akhir dengan Prinsipal, PenerbitAcquirer, dan/atau pihak
lain;
Prosedur penanganan keadaan daruliabgter recovery plgndan
kesinambungan kegiatan usahauginess continuity planyang
efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang
timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yangdapat
mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;
bukti kesiapan operasional yang paling kurang maélip
a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbermanpusia;
dan
b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kuramguat
informasi mengenai:

1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesa
akhir; dan

2) peralatan teknis terkait sisterhagdware dan software
serta jaringan yang akan digunakan;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor
independen internal atau eksternal sebagai buktigpenaarproven
technologydalam penyelenggaraan Kkliring dan/atau penyelesaia
akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aske&manan
sebagaimana dimaksud pada butir VII.F; dan

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariab k¢giatan
penyelenggaraan Kliring dan/atau penyelenggaraanyepesaian
akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yaremjalankan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

C. Persyaratan.
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Persyaratan Dokumen Sebagai Penyelenggara Klirirgn/athu

Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang Berupa LeanSatain Bank

Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan sebagaimana dichadesila

huruf B harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1.

profil perusahaan company profile yang antara lain memuat

rencana kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring atian/

Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk pdrabaya jika

ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwendag harus

dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

konsep pokok-pokok hubungan bisniBuginess arrangement

antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggangelesaian

Akhir dengan Prinsipal, PenerbitAcquirer, dan/atau pihak lain,

yang diketahui oleh pengurus dan paling kurangsberi

a. persyaratan Prinsipal, Penerbicquirer, dan/atau pihak lain
yang akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliringatia
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan haddn
kewajiban  antara  Penyelenggara  Kliring  dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Aldwngan Prinsipal, Penerbit,

Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pessiain
Akhir;

c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring atan/
penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan

e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pessgiain
Akhir dengan Prinsipal, PenerbitAcquirer, dan/atau pihak

lain;

4. Prosedur.
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Prosedur penanganan keadaan darulighgter recovery plgndan

kesinambungan kegiatan usahauginess continuity planyang

efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalayang

timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yandapat

mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi:

a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumbermanusia;
dan

b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kuramguab
informasi mengenai:

1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk
penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesa
akhir; dan

2) peralatan teknis terkait sisterhafdware dan software
serta jaringan yang akan digunakan;

fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi ridaauditor
independen internal atau eksternal sebagai buktigpenaarproven
technologydalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaia
akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aske&manan
sebagaimana dimaksud pada butir VII.F;

fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah APMK
yang akan diterbitkan, khusus untuk Lembaga SdBank yang
menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsipbyaan
rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lemlsagjain Bank
jlka Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otorif@esngawas.
Rekomendasi tersebuialing kurang meliputi kondisi keuangan,
kesiapan operasiondhn kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap
ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwalaga Selain
Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatannk)i dan/atau
penyelesaian akhir APMK dan informasi lain tentpegmasalahan-

permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bardbigrs
V. PEMROSESAN..
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PEMROSESAN PERIZINAN SEBAGAI PRINSIPAL, PENERBIT,

ACQUIRER, PENYELENGGARA KLIRING, DAN/ATAU

PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan aetatulis dalam
jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh limaji karja terhitung
sejak surat permohonan dan dokumen yang diper&garaiterima oleh
Bank Indonesia.

2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secdulis
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesskukanhal-hal

sebagai berikut:

a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapanerkatan dan
kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atalbaganSelain
Bank;

b. pemeriksaandn site visit ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang
bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas ketaenadan
kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk nidaas

kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau

c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia niamin
rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paliogang
meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, lpgzsiaoperasional
dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang bertakonasuk
informasi jika terdapat permasalahan-permasalalzeny ylihadapi
Bank tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokyrhasil pemeriksaan

(on site visif, dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank

sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indomesskukan:

a. pemberian izin, jika:

1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksada

butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaika

pemohon..
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pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang

dipersyaratkawleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaano( site visit sebagaimana dimaksud pada
butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian nakku

yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bankk untu
memperoleh izin sebagai Prinsipal, PenerbKcquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pessgiain
Akhir.

b. penolakan, jika:

1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksada
butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan
pemohon tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidegua

dengan yang dipersyaratkaleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaano( site visit sebagaimana dimaksud pada
butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenaran atau
ketidaksesuaian  dokumen yang diajukan  dan/atau

ketidaksiapan operasional; dan/atau

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bardk tid
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bankk untu
memperoleh izin sebagai Prinsipal, PenerbKcquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Pessgiain
Akhir.

Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjutgken jangka waktu
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angkadt dgerpanjang.
Perpanjangan jangka waktu pemberian izin terseibetithhukan secara

tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

VI. PEMBERITAHUAN ...
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PEMBERITAHUAN TANGGAL EFEKTIF DIMULAINYA KEGIATAN
SEBAGAI PRINSIPAL, PENERBIT, ACQUIRER PENYELENGGARA
KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah mempelialehsebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melakulagaktannya paling
lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalendbrteeg sejak tanggal
surat pemberian izin dari Bank Indonesia.

2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapaniypuhari kalender
sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Len@sgin Bank
telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, BgneAcquirer,
Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Mesgian Akhir,
maka Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut waginleritahukan
secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai géhngfektif
dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, PeneAwquirer, Penyelenggara
Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian ABank atau Lembaga
Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakamateemya secara
efektif sebagai Prinsipal, Penerbifcquirer, Penyelenggara Kiliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apalsitanggn atau
sistemnya telah dapat dioperasikan dan produkngh tlapat digunakan
oleh masyarakat luas sebagai APMK.

3. Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapataksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delgmaoh) hari
kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank lsambaga
Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secatalitekepada Bank
Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung gyanemperkuat
penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala ryemyebabkan
belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai painsiPenerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dfesgian
Akhir.

4. Pemberitahuan.
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4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pagkea @&hdisampaikan

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitungakejanggal efektif

dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, PeneAwquirer, Penyelenggara

Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian AkHgedangkan

pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud paglkadhdisampaikan

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitungakgpnggal berakhirnya

jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kkdersebagaimana

dimaksud pada angka 1.

VIl. PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK
A. Prinsip Perlindungan Nasabah

1.

Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan lbasadalam
menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara laimkdKan
dengan menyampaikan informasi tertulis kepada Pangedlartu
atas APMK vyang diterbitkan. Informasi tersebut Wwaji
menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan munchemgerti,
ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibach &lemegang
Kartu.

Untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit KaATM

dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasiutey kepada

Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

a. prosedur dan tata cara penggunaan kartu, fasjéiag melekat
pada kartu, dan risiko yang mungkin timbul dari gigumaan
kartu tersebut;

b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu, paling kurangpong|
1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemgga

Kartu dalam penggunaan kartunya, termasuk segala

konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggam
kartu, misalnya tidak memberikan PIN kepada oramny |
dan berhati-hati saat melakukan transaksi melaksim
ATM;

2) hak...
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2) hak dan tanggung jawab Pemegang Kartu dalam hal
terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugiagi ba
Pemegang Kartu dan/atau Penerbit, baik yang dikabab
karena adanya pemalsuan kartu, kegagalan sistem
Penerbit, atau sebab lainnya,;

3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan; dan

4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu tatak
berkeinginan menjadi Pemegang Kartu;

c. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan
penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganagagean
tersebut.

Untuk Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mgmpaikan

informasi tertulis kepada Pemegang Kartu yang tieddiri seluruh

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dekukan pula
hal-hal antara lain:

a. menyampaikan informasi umum mengenai:

1) kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diukan,
atau macet) dan konsekuensi dari masing-masingsstat
kolektibilitas tersebut;

2) penggunaan jasa pihak lain di luar Penerbit untuk
melakukan penagihan, jika Penerbit menggunakannya;
dan

3) tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atala,den
serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda,
termasuk saat bunga berhenti dihitung; dan

b. menyampaikan informasi tagihamiling statement secara
lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukacasa benar
dan tepat waktu.

Informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada a@gkan angka 3

huruf a wajib diinformasikan kembali kepada PemegKartu jika

terjadi perubahan secara umum.
5. Kewajiban...
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Kewajiban penyampaian informasi tertulis dan pehaipaya

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai beriku

a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit kepaatiap
calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu.

b. Materi yang disampaikan bersifat umum dan berlaktuku
semua Pemegang Kartu, misalnya kriteria kolektaslikredit
yang diinformasikan adalah kriteria kolektibilitagang
ditetapkan oleh Penerbit dan berlaku untuk semumaeBang
Kartu Kreditnya.

c. Informasi tertulis dapat disampaikan dengan mengkgm
media publik seperti brosureaflet surat kabar dan/atau
website atau dengan menggunakan media individual seperti
billing statementatau surat pemberitahuan yang langsung
disampaikan kepada setiap Pemegang Kartu.

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secacanattis fasilitas

yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggieig

Pemegang Kartu dan/atau fasilitas lain di luar singama Kartu

Kredit tanpa persetujuan tertulis dari PemegangiuKarermasuk

persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persatujtertulis yang

disampaikan melalui faksimili dae-mail serta kesepakatan lisan
yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat Pénegmog
bersangkutan.

Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klaasalalam

perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemgdgéartu yang

memberikan peluang diberikannya suatu produk seoswanatis
kepada Pemegang Kartu, dan/atau diberikannya téassflsilitas
yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuaulistedari

Pemegang Kartu.

Contoh klausula yang dilarang:

a. Klausula dalam perjanjian antara Penerbit KartudiKrelan
Pemegang Kartu misalnya:
"Dengan...
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"Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Pebier
Kartu Kredit setiap saat dapat memberikan fasditatau
produk yang biayanya dibebankan pada kartu dan diay
tersebut dibebankan secara otomatis kepada Pemegang

Kartu”.
b. Pernyataan dalam penawaran produk misalnya:

"Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh
Pemegang Kartu apabila dalam jangka waktu 30 hajals
tanggal penawaran produk ini, Pemegang Kartu tidak

melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-B55348".

B. Prinsip Kehati-hatian

1. Dalam pemberian Kartu Kredit, Penerbit Kartu Krediajib
mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank kslanyang
berlaku mengenai manajemen risiko.

2. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentaseinmim
pembayaran oleh Pemegang Kartu, paling sedikit sseb&0%
(sepuluh per seratus) dari total tagihan. Penetapasarnya
minimum pembayaran dapat disesuaikan oleh Bank nkxia
berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kesehadastin Kartu
Kredit dan perlindungan kepada Pemegang Kartu.

3.  Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-mdamgrbit
dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya deng# daetapkan

hal-hal sebagai berikut:

a. Batas paling banyak nilai nominal dana yang dajietnsfer
antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalabasar
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pekening

dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Batas paling banyak nilai nominal dana berlaku kintu

transfer dana antar Penerbit melalui ATM dimana

rekening...
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rekening pengirim dan rekening penerima berada pada

Penerbit yang berbeda; dan

2) Batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlak
untuk transfer dana intra Penerbit kartu ATM dimana
rekening pengirim dan rekening penerima berada pada

Penerbit yang sama.

Batas paling banyak nilai nominal dana untuk péwaaritunai
melalui mesin ATM baik dengan kartu ATM atau Kakiredit
adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta ruppdr)

rekening dalam satu hatri.

C. Peningkatan Keamanan APMK

1.

Penerbit wajib meningkatkan keamanan APMK guna m@galc dan

mengurangi tingkat kejahatan dibidang APMK, ser&katigus

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhaeK.

Peningkatan keamanan sebagaimana dimaksud padaa ahgk

dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknolgging terkait

dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamaada

kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yangakgonuntuk

memproses transaksi APMK, yaitu:

a.

Peningkatan keamanan kartu dilakukan dengan meagguon
teknologi chip ("integrated circuit) yang mempunyai
kemampuan untuk menyimpan dan/atau memproses data,
sehingga pada kartu dapat ditambahkan aplikasi kuntu

kepentingan pengamanan pemrosesan data transaksi.

Peningkatan keamanan mesilectronic Data CapturdEDC)
pada Pedagang, keamanan mesin ATM, dan keamanan pad
sistem pendukung dan pemroses transdkastk end system
yang berada pada Penerbicquirer, dan/atauthird party

processorlainnya, dilakukan dengan cara menyediakan mesin

dan...



35

dan sistem yang dapat memproses kartu dengan ¢gkicbip

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Khusus untuk Kartu ATM dan Kartu Debet yang dittan di
Indonesia, jumlah digit PIN paling sedikit 4 (empdigit.

Penggunaan standar teknologhip sebagai upaya peningkatan

keamanan kartu sebagaimana dimaksud pada angk&kulkdin

dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Untuk Kartu Kredit, yang menggunakan jaringan inésional
(global networls, standar teknologichip dan sistem atau
aplikasi yang digunakan mengacu pada standar teginchip
dan sistem atau aplikasi yang berlaku dan/atausipeatkan

oleh Prinsipal selaku pemegang jaringan kartu lbernse

Untuk Kartu Kredit, yang menggunakan jaringan ddikes
(domestic netwodk standar teknologehip untuk kartu dapat
mengacu pada standar teknolobip yang berlaku untuk kartu
yang menggunakan jaringan internasiongloljal network
sebagaimana dimaksud pada huruf a. Sedangkan stasigan
atau aplikasi (seperti EDC) yang digunakan hargediiaikan
sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartuadeng

teknologichip tersebut.

Standar teknologthip Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang
diterbitkan di Indonesia harus mengacu pada stae#tanlogi

chip yang telah disepakati industri.

Penggunaan teknologhip pada Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau

Kartu Debet dilakukan dengan ketentuan sebagdiuteri

a.

Kartu Kredit

Seluruh Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Penerloii
Indonesia baik untuk kartu baru maupun penggankiau

lama ¢enewa) wajib telah menggunakan teknolagip paling

lambat...
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lambat tanggal 31 Desember 2009. Dengan demikian pe
1 Januari 2010 seluruh transaksi Kartu Kredit dlayah
Indonesia yang diterbitkan oleh Penerbit di Indemdsarus
diproses dengan menggunakan teknolofgip. Dalam hal
Kartu Kredit yang telah berteknologhip tersebut tidak dapat
diproses untuk kepentingan transaksi, maka prasesaksi
Kartu Kredit tersebut dilarang dilanjutkan dengan

menggunakan teknologiagnetic stripe
Kartu ATM dan Kartu Debet

Seluruh Kartu ATM dan Kartu Debet yang diterbitkdn
Indonesia wajib telah menggunakan teknolabip dengan
mengacu pada standar teknis hasil kesepakatan tindus
penyelenggara kartu ATM dan Kartu Debet yang waktu
implementasinya didasarkan pada hasil kesepakai@dunstri

Penyelenggara Kartu ATM dan Kartu Debet.

Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kkartwaden
teknologichip pada sistem APMK seperti EDC, ATM, daack end

systemsebagai upaya peningkatan keamanan sistem, ddakuk

secara bertahap, sebagai berikut:

a.

Acquirer Kartu Kredit wajib mengganti atau meningkatkan
keamanan pada seluruh EDC daack end systenyang
disediakan sehingga seluruh EDC d@ck end systemersebut
dapat memproses transaksi dari Kartu Kredyang
menggunakan teknologi chip paling lambat tanggal
31 Desember 2009.

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, desguirer Kartu
Debet wajib mengganti dan meningkatkan keamanara pad
seluruh ATM, EDC, danback end systemyang waktu

pelaksanaannya diserahkan kepada kesepakatanrindust

D. Kerjasama..
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D. Kerjasama Penerbit dengan Pihak Lain

1.

Jika dalam menyelenggarakan kegiatan APMK, Pensrbiakukan
kerjasama dengan pihak lain, seperti kerjasamanddagiatan
pencetakan kartu, personalisasi kartu, pengirimaskumhen,

pemasaran, penagihan, dan/atau pengoperasian ,sitenerbit

harus memastikan bahwa:

a. tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas [Eelaks
kegiatan oleh pihak lain tersebut sesuai dengam tara,
mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaant&agyang
dilakukan oleh Penerbit itu sendiri; dan

b. pihak lain tersebut menjaga keamanan dan Kkeramasiaa

data/informasi.

Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak ldemdanelakukan

pencetakan kartu, maka:

a. pencetakan kartu harus dilakukan pada perusahaaceto&
kartu yang mempunyai jaminan keamanan atas keéenru
proses mulai dari proses pencetakan sampai dengan
diterimanya kartu oleh Penerbit.

b. jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dibuktikan dengan:

1) adanya hasil sertifikasi dari Prinsipal, jika Pdiier
merupakan pengguna jaringan Prinsipal dan Prinsipal
melakukan proses sertifikasi atas perusahaan pncet
kartu. Dalam hal ini, Prinsipal menetapkan peruaaha
pencetak kartu yang memenuhi persyaratan untuk
melakukan pencetakan kartu, dan Prinsipal mewajibka
Penerbit untuk mencetak kartu pada perusahaan yang
telah disertifikasi tersebut; atau

2) adanya keyakinan Penerbit mengenai keamanan proses
produksi dan proses pengirimgrerusahaan pencetak

kartu, jika Penerbit merupakan pengguna jaringan

Prinsipal...



38

Prinsipal namun Prinsipal tidak melakukan sertgika
kepada perusahaan pencetak kartu, atau Penerlat jug
bertindak sebagai Prinsipal. Dengan demikian, ddlam
ini pencetakan kartu dapat dilakukan pada perusahaa
pencetak kartu manapun sepanjang Penerbit memperole
keyakinan mengenai keamanan proses produksi dan
proses pengiriman
3. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lainndateelakukan
personalisasi kartu, maka Penerbit harus memastikahwa
perusahaan personalisasi tunduk pada ketentuagasddmikut:

a. Untuk kartu yang tergabung dalam jaringan Prinsipal
internasional, personalisasi kartu harus dilakukpada
perusahaan personalisasi kartu yang telah mendapatk
sertifikasi dari Prinsipal;

b. Untuk kartu yang tergabung dalam jaringan Prinsiigehestik,
personalisasi kartu harus dilakukan dengan ketansebagai
berikut:

1) Jika Prinsipal yang bersangkutan melakukan proses
sertifikasi kepada perusahaan personalisasi, maka
personalisasi kartu wajib dilakukan pada perusahaan
personalisasi yang telah memperoleh sertifikasii dar
Prinsipal yang bersangkutan;

2) Jika Prinsipal yang bersangkutan tidak melakukarses
sertifikasi kepada perusahaan personalisasi, maka
personalisasi kartu wajib dilakukan pada perusahaan
personalisasi yang memiliki kemampuan untuk
melakukan personalisasi kartu secara aman, yang
dibuktikan dengan sertifikat hasil audit teknologi
informasi dari auditor independen internal atauezksl.

4. Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak ldenmdanelakukan

penagihan transaksi Kartu Kredit, maka:

a. penagihan..
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penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapakudin jika
kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah terakadalam
kategori kolektibilitas diragukan atau macet beadlesn
kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indsia yang
mengatur mengenai kolektibilitas;

Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh piaiak
tersebut, selain harus dilakukan dengan mempedmtik
ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengeaxcara
yang tidak melanggar hukum; dan

dalam perjanjian kerjasama antara Penerbit dank pia@
untuk melakukan penagihan transaksi Kartu Krediseieut
harus memuat klausula tentang tanggungjawab Pénerbi
terhadap segala akibat hukum yang timbul akibati dar

kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Dalam hal Penerbit melakukan kerjasama dengan panakseperti

Perusahaarswitchingdan/atau perusahaan lain yang menyediakan

sarana pemrosesan transaksi APMK, maka:

a.

pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaa

switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana

pemrosesan transaksi APMK yang mempunyai jaminan

keamanan atas keseluruhan proses transaksi APMHKindn

keamanan tersebut dibuktikan dengan:

1) adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen internal atau eksternal;

2) adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Ppakijika
Penerbit merupakan anggota Prinsipal.

Penerbit harus memastikan bahwa Perusah8aitching

dan/atau perusahaan lain yang menyediakan saramagesan

transaksi APMK dapat menjaga kerahasiaan data, dai&

Pemegang Kartu maupun data transaksi.

6. Dalam..
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6. Dalam hal Penerbit bekerjasama dengan Prinsipaquirer,
Perusahaan Switching, Penyelenggara Kliring  dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhienerbit wajib memastikan
bahwa:

a. Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir telah memperalahdari
Bank Indonesia;

b. sistem yang digunakan oleh PrinsipAkquirer, Perusahaan
Switching, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir tersebut memenuhi standar pesgam
sebagaimana diwajibkan bagi Penerbit dalam Suraraad
Bank Indonesia ini.

7. Penerbit yang merupakan Badklam melakukan kerjasama atau
menggunakan pihak lain untuk memproses transakMKRvajib
pula memperhatikan dan memenuhi ketentuan Banknbsia yang
mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihakdatara lain
ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan magajesiko
dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum

E. Kerjasamacquirerdengan Pedagang atau Pihak Lain

1. Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan Pedagang,
Acquirertersebut harus memastikan bahwa:

a. bidang usaha Pedagang tidak termasuk bidang usahg@ y
dilarang oleh undang-undang;

b. dalam perjanjian kerjasama antafzquirer dan Pedagang
harus memuat klausula paling kurang mencantumkan:

1) hak dan kewajibaAcquirerdan Pedagang;

2) larangankepadaPedagang untuk memproses penarikan
tunai cash withdrawal transactigrdengan menggunakan
Kartu Kredit;

3) larangan..
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3) larangan kepada Pedagang untuk mengenakan biaya
tambahangurcharge kepada Pemegang Kartu; dan/atau

4) kewajiban kepada Pedagang untuk menjaga kerahasiaan
data/informasi mengenai transaksi dan Pemegang.Kart

Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengeapuirer

sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan

Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi

dengan menggunakan APMK. Dalam hal idicquirer

berkewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan

secara berkala kepada Pedagang termasuk jika #&trdap

jenis/produk APMK baru.

Dalam halAcquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti

Perusahaarswitchingdan/atau perusahaan lain yang menyediakan

sarana pemrosesan transaksi APMK, maka:

a.

pengoperasian sistem harus dilakukan oleh Perusahaa

Switchingdan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana

pemrosesan transaksi APMK yang mempunyai jaminan

keamanan atas keseluruhan proses transaksi APMHKinda

keamanan tersebut dibuktikan dengan:

1) adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen internal atau eksternal; dan

2) adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Ppakijika
Acquirer merupakan anggota Prinsipal.

Acquirer harus memastikan bahwa Perusahganitching

dan/atau perusahaan lain yang menyediakan saramagesan

transaksi APMK dapat menjaga kerahasiaan data, dai&

Pemegang kartu maupun data transaksi.

Acquirer yang merupakan Banjka dalam melakukan kegiatan

APMK akan bekerjasama atau menggunakan pihak laituku

memproses transaksi APMKwajib pula memperhatikan dan

memenuhi..
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memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengaturgemamn
kerjasama Bank dengan pihak lain, antara lain keten Bank
Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko gaaggunaan
teknologi informasi oleh Bank Umum.
Pengelolaan Risiko Operasional
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib mengeldiaioperasional
antara lain melalui penggunag@noven technologyang paling kurang
mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut:
1. Adanya sistem keamanan teknologi informasi yangngakurang
memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. dua faktor otentikasi yang akan digunakatvo( factors
authenticatio;
kerahasiaan datadnfidentiality;
integritas sistem dan datategrity);

otentikasi sistem dan datauthenticatiof;

® o o T

pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yatah t

dilakukan gonrepudiatior); dan/atau
f.  ketersediaan sistera\ailability),
yang dilakukan secara efektif dan efisien dengampeshatikan
kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;

2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakudadit trail;

3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistiem Sumber
Daya Manusia (SDM); dan

4. Adanya BusinessContinuity Plan (BCP) yang dapat menjamin
kelangsungan penyelenggaraan APMK. BCP tersebutiputiel
tindakan preventimaupun ontingency plan(termasuk penyediaan
saranaback-up jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang
mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan APMi&K tathpat

digunakan.

Vill. PERSYARATAN...
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PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN
MENYAMPAIKAN LAPORAN DALAM RANGKA PERALIHAN
PERIZINAN MELALUI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMISAHA,
ATAU PENGAMBILALIHAN

A. Penggabungan

1.

Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyajargan
kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan
penggabungan dengan Bank yang telah atau belum enel@ip izin
penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesiaka
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah
memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK Bank
Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebuts ha
melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesiagemai
rencana melanjutkan kegiatan APMK.

b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum
memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK Bank
Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebyib wa
memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahuhiuk
dapat melanjutkan kegiatan APMK.

Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperateh

penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indoneskana

melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bantktglah
atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegraRiviK dari

Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagaiuteri

a. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah
Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin
penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesiaka
Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebuis har
melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesiagemai

rencana melanjutkan kegiatan APMK.

b. jika...
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b. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah
Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin
penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesiaka
Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebuib waj
memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahuhiuk

dapat melanjutkan kegiatan APMK.

B. Peleburan

1.

Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyajargan

kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukafrelpean

dengan Bank lain yang telah maupun belum memperdeh

penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Bank hasil boeta

tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indondsiéebih dahulu
untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperateh

penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indoneskana
melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Banky#aig telah
maupun belum memperoleh izin penyelenggaraan legidaPMK,

maka Lembaga Selain Bank hasil peleburan tersebafibw
memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahwhiuk dapat

melanjutkan kegiatan APMK.

C. Pemisahan

1.

Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telamperoleh
izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Incieeakan
melakukan pemisahan murni, maka Bank atau LembadainS
Bank hasil pemisahan murni tersebut wajib mempbraen dari

Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat mel&ajutkegiatan
APMK.

Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telamperoleh
izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indiemeakan
melakukan pemisahan tidak murrsp{n of), berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a. I1Zin...



45

a. izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indome
tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank ya
melakukan pemisahan tidak murepin ofj. Dengan demikian
Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan péamsa
tidak murni épin of) harus melaporkan secara tertulis kepada
Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiata
APMK.

b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidati
(spin of) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia tertebi

dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

D. Pengambilalihan

1.

Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Banku dtembaga
Selain Bank yang telah memperoleh izin penyeleraggakegiatan
APMK dari Bank Indonesia, maka Bank atau Lembadais®&ank
yang akan diambilalih harus melaporkan rencana gabdalihan
tersebut kepada Bank Indonesia.

Laporan rencana pengambilalihan tersebut haruagképi dengan
informasi yang paling kurang meliputi latar belagan
pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pendatifian,
target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunamilip
dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakyka
pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah ukkknya
pengambilalihan khususnya yang terkait dengan penggaraan
kegiatan APMK seperti rencana perubahan nama, pbamb

struktur organisasi, atau perubahan sistem yangdign.

E. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.l.air BuR.a., butir

C.2.a., dan butir D.1. harus disampaikan kepad& Batonesia , dengan

ketentuan sebagai berikut:

1.

Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penigampa

permohonan izin rencana penggabungan, pemisahaau at

pengambilalihan..
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pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otogasgawas
Lembaga Selain Bank yang berwenang.

Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, halaspdi

dengan dokumen antara lain berupa rencana bisniglalse
penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan sekmrancana
penggunaan sistem dan pengembangan sistem, lapesaapan
infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologiformasi dari
auditor independen dalam hal terjadi pengembangan/athu

penggabungan sistem yang telah ada.

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada Adtb., butir
A.2.b., butir B.1., butir B.2., butir C.1., dan butC.2.b., harus

disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketesalzyai berikut:

1.

Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaangade

penyampaian permohonan izin rencana penggabungdetiupan,

atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otqogagawas

Lembaga Selain Bank yang berwenang.

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada dndiarus

dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa:

a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang tdiabdit oleh
kantor akuntan publik yang independen, untuk Leralfagjain
Bank;

b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburan) ata

pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan

pengembangan sistem,;
laporan kesiapan infrastruktur;
d. laporan hasil audit teknologi informasi dari audittcdependen

dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabunga

sistem yang telah ada;

e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan,

peleburan, atau pemisahan, untuk Lembaga Selaik; Ban

f. rekomendasi..
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rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bdmisus

untuk Lembaga Selain Bank.

G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat m#danjkegiatan

APMK sehubungan dengan penggabungan, peleburam, pataisahan

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan aetartulis

dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat pulafa)i hari kerja

terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diteroteh Bank

Indonesia.

Dalam rangka memberikan izin atau penolakan selvayea

dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakihiedal sebagai

berikut:

a.

pemeriksaan administratif terhadap kelengkapangrkaian,
dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau

Lembaga Selain Bank;

pemeriksaandn site visif ke Bank atau Lembaga Selain Bank
yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atsekaran
dan kesesuaian dokumen vyang diajukasgrta untuk

memastikan kesiapan operasional, jika diperlukanjatau

dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia ntamin
rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, palimgny
meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, lgesia
operasionaldan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang
berlaku, termasuk informasi jika terdapat permdsala

permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.

Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen selbagyan

dimaksud pada butir 2.a dan pemeriksaang(te visit sebagaimana

dimaksud pada butir 2.b telah dilakukan, dan dengan

mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Batak

Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan:

a. pemberian..
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pemberian izin, jika

1)

2)

3)

hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksu
pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang
diajukan telah lengkap, benar dan sesuai dengag yan

dipersyaratkamwleh Bank Indonesia;

hasil pemeriksaano( site visif sebagaimana dimaksud
pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian

dokumen yang diajukaserta kesiapan operasional; dan

otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank
merekomendasikan pelaksanaan rencana Bank atau
Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan
APMK.

penolakan, jika :

1)

2)

3)

hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dinthksu
pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang
diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar, dao/at

tidak sesuai dengan yang dipersyaratkaleh Bank

Indonesia;

hasil pemeriksaanof site visif sebagaimana dimaksud
pada butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenataun a
ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau

ketidaksiapan operasional; dan/atau

otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Baak tid
merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank

untuk melanjutkan kegiatan APMK.

Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjutikkenjangka waktu
pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka pat da
diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pembenantérsebut

diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesfzakla pemohon.

IX. PENGAWASAN...
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IX. PENGAWASAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK,
DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI DENDA

A. Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan APMK

1.

Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyeleragg&egiatan
APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan laddagan
memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

Obyek Pengawasan
Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap t&megia
penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh:

Prinsipal;
Penerbit;

a
b

c. Acquirer,
d. Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK; dan
e

Penyelenggara Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK.

Fokus Pengawasan
Pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokskadex

penerapan aspek manajemen risiko;

b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk

kebenaran dan ketepatan penyampaian informasiageman;
dan
C. penerapan aspek perlindungan nasabah.

Metode Pengawasan

a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK

dilakukan Bank Indonesia melalui:

1) penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang

didasarkan atas laporan berkala, laporan insidedtia
dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank tretoa
dari pihak lain, serta diskusi dengan pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada angka 2.

2) pemeriksaan.
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2) pemeriksaan (on site visif terhadap pihak-pihak
sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokan
kebenaran data dengan fakta di lapangan, sertdaheli
sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung diatabase
Dalam hal diperlukan, pemeriksaaon(site visi} dapat
juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerj@sam
dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada &igka

3) pertemuan konsultasi cgnsultative meeti)g dengan
pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk
mendapatkan informasi penyelenggaraan dan

menyampaikan saran.

4) pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud
pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan.

b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana
dimaksud pada angka 2 wajib memberikan:

1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan
penyelenggaraan APMK, baik dalam benhérd copy
maupunsoft copy dan

2) kesempatan melakukan pemeriksaan $ite visit untuk
melihat penyelenggaraan APMK, sarana fisik, sistem,
aplikasi pendukung dashatabase

c. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk adas
nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaasiie visit

terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud padaghgk

B. LaporanPenyelenggaraan Kegiatan APMK
1. Laporan Berkala
a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disakap
baik secara tertulis dan/atan-line denganlengkap, benar,
akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana

dimaksud pada butir A.2 sesuai dengan periode mrasasing

laporan...
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laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan anataporan
triwulanan, dan laporan tahunan.

Jenis Laporan Berkala

Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihialedp
sebagaimana dimaksud pada butir A.2 meliputi :

1) Prinsipal

a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi
informasi mengenai:

(1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan
termasuk rencana pengembangan produk dan
kerjasama dengan pihak lain;

(2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya,;

(3) anggota yang tergabung dalam jaringan
Prinsipal; dan

(4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan
kepada anggota.

b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang
dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kal
dalam 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara
lain meliputi:

(1) keamanan jaringan;

(2) keamanan data;

(3) keamanan aplikasi dan sistem;

(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;

(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi.

2) Penerbit

a) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan APMK
terdiri dari:

(1) Laporan..



1)

2)
3)
(4)
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Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau
Kartu Debet;

Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit;

Laporan Bulanairraud, dan

Laporan Bulanan Kolektibilitakkartu Kredit,

yaitu:

(@) Khusus Lembaga Selain Bank yang

bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit,

Laporan Bulanan Kaolektibilitas Kartu

Kredit terdiri dari klasifikasi

Lancar, apabila pembayaran tepat
waktu, perkembangan rekening baik
dan tidak ada tunggakan serta sesuai
dengan persyaratan kredit;

Dalam Perhatian Khusus, apabila
terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan/atau bunga sampai dengan
90 (sembilan puluh) hari;

Kurang Lancar, apabila terdapat

tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bunga yang telah

melampaui 90 (sembilan puluh) hari

kalender sampai dengan 120 (seratus
dua puluh) hari;

Diragukan, apabila terdapat

tunggakan pembayaran pokok

dan/atau bunga  yang telah

melampaui 120 (seratus dua puluh)
hari kalender sampai dengan 180

(seratus delapan puluh) hari; atau

v. Macet...



b)

c)
1)
2
(3)
4)
(5)
(6)

3) Acquirer
a)
b)
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v. Macet, apabila terdapat tunggakan
pokok dan/atau bunga yang telah
melampaui 180 (seratus delapan
puluh) hari.

(b) Khusus Bank yang bertindak sebagai
Penerbit Kartu Kredit, penyampaian
Laporan Bulanan Kaolektibilitas Kartu
Kredit dilakukan sebagaimana diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia
mengenai penilaian kualitas aktiva Bank

Umum.

Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian

Pengaduan Nasabah; dan

Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang

dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kal

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan

audit antara lain meliputi:

keamanan jaringan;

keamanan data;

keamanan aplikasi dan sistem;

kontrol terhadap akses sistem dan data;
monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan;

prosedur tertulis terkait keamanan teknologi

informasi.

Laporan Bulanaicquirer, dan

Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang

dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kal

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan

audit antara lain meliputi:

(1) keamanan.
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(2)
3)
(4)
(5)

(6)
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keamanan jaringan;

keamanan data;

keamanan aplikasi dan sistem;

kontrol terhadap akses sistem dan data;
monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

prosedur tertulis terkait keamanan teknologi

informasi.

4) Penyelenggara Kliring APMK

a)

b)

Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan
Kliring APMK.

Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang

dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kal

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan

audit antara lain meliputi:

(1)
(2)
3)
(4)
(5)

(6)

keamanan jaringan;

keamanan data;

keamanan aplikasi dan sistem;

kontrol terhadap akses sistem dan data;
monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan

prosedur tertulis terkait keamanan teknologi

informasi.

5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK

a)

b)

Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan
Penyelesaian Akhir APMK; dan

Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang

dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kal

dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan

audit antara lain meliputi:

(1) keamanan.
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(1) keamanan jaringan;
(2) keamanan data;
(3) keamanan aplikasi dan sistem;
(4) kontrol terhadap akses sistem dan data;
(5) monitoring dan pengujian berkala terhadap
jaringan; dan
(6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi
informasi
2. Laporan Insidentil
a. Laporan insidentii merupakan laporan tertulis yangjib
disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaima
dimaksud pada butir A.2 kepada Bank Indonesia lai#s
permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatidisiepihak-
pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukdengan
penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank
Indonesia.
b. Jenis Laporan Insidentil
1) Laporan Rencana Kerjasama dengan Pihak Lain
a) Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang
akan melakukan kerjasama dengan pihak lain wajib
menyampaikan laporan secara terulis kepada Bank
Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kiliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
dengan pihak lain disampaikan kepada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja sebelum perjanjian kerjasama

ditandatangani;

(2) Laporan..
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Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kiliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir
dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
angka (1), paling kurang memuat:

(a) data/informasi/profil perusahaan pihak
lain yang akan bekerjasama dengan
Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

(b) dasar pertimbangan dilakukannya
kerjasama;

(c) tanggal efektif rencana dilaksanakannya
kerjasama; dan

(d) jangka waktu rencana pelaksanaan
kerjasama.

Laporan tertulis rencana kerjasama Prinsipal,

Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kiliring

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada
angka (1), harus dilengkapi dengan dokumen
berupa:

(a) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan
bisnis pusiness arrangem@nt antara
Prinsipal, Penerbit, Acquirer,
Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan
pihak lain;

(b) fotokopi konsep perjanjian kerjasama
antara Prinsipal, Penerbit,Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara.




b)

S7

Penyelenggara Penyelesaian Akhir dan
pihak lain;

(c) hasil audit teknologi informasi dari auditor
independen, jika pihak lain yang
bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir
merupakan perusahaan yang menyediakan
sarana pemrosesan transaksi APMK;

(d) fotokopi hasil sertifikasi dari Prinsipal
terhadap pihak lain yang bekerjasama
dengan Penerbit atauAcquirer, jika
Penerbit atauAcquirer menjadi anggota
Prinsipal.

(e) surat pernyataan kesanggupan pihak lain
yang bekerjasama dengan Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian
Akhir untuk menjaga kerahasiaan data;

(f) fotokopi konsep perjanjian kerjasama
yang dilakukan oleh pihak lain dengan
pihak ketiga, jika ada.

Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring
dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib
melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia
mengenai realisasi/pelaksanaan kerjasama dengan
pihak lain, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian

kerjasama.

2) Laporan...
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Laporan Produk Baru

a)

b)

d)

Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu
Debet yang akan menerbitkan produk baru Kartu
Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus
menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank
Indonesia paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
kerja sebelum produk baru tersebut diterbitkan.
Laporan tertulis tersebut harus dilampiri dengan
dokumen paling kurang berupa:

(1) rencana bisnis; dan

(2) penjelasan karakteristik produk baru.

Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada butir
b)(1), antara lain meliputi informasi mengenai &rg
pendapatan yang akan dicapai dari produk baru
tersebut.

Penjelasan karakteristik produk baru sebagaimana
dimaksud pada butir b)(2), meliputi penjelasan alur
transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan

perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

Laporan Insidenigcident repor}

a)

b)

Prinsipal, PenerbitAcquirer, Penyelenggara Kliring

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK

wajib menyampaikan laporan insidenndident

report) yakni laporan atas terjadinya gangguan pada

sistem dan upaya yang telah dilakukan untuk

menanggulanginya seperti:

(1) adanya kegagalanetwork dalam memproses
transaksi APMK;

(2) fraudyang terjadi.

Laporan insidenifcident repor} tersebut di atas,

wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sesegera

mungkin...
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mungkin setelah kejadian melalui telepon atau

faksimili, yang diikuti pelaporan tertulis paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian.
Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada
1.b.1)a) wajib disampaikan kepada Bank Indonestarsetertulis
dengan hardcopy paling lambat diterima Bank Indonesia pada
tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tahdidp Februari
jatun pada hari libur maka laporan harus sudahrigite Bank
Indonesia 1 (satu) hari kerja berikutnya.
Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sangengan
Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggaFébruari
2010.
Jika terdapat perubahan data dan/atau informasha pl&umen-
dokumen yang disampaikan paskat mengajukan permohonan izin
kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama,atalkamtor,
perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komsijsari
perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, badan
pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubgeajanjian
kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerjagsmmeahan
prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa, Rwksipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara
Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara terpgisibahan
tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 2@ (iluh) hari
kerja sejak dilakukannya perubahan.
Untuk kepentingan pengawasan terkait dengan kegiata
penyelenggaraan APMK, Bank Indonesia berwenang ntandiata,
informasi, dan/atau laporan di luar laporan-lapossbagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud padalbugja), butir
1.b.2)b), butir 1.b.3)a), butir 1.b.4)a) dan butib.5)a) dan sanksi
kewajiban membayar berpedoman pada ketentuan Baldoésia

yang mengatur mengenai laporan kantor pusat Bankindrdan

ketentuan..
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ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan kegiatiah
pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank delégdr
Rakyat Dan Lembaga Selain Bank.

Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi
sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1)b), butir2)dh butir
1.b.3)b), butir 1.b.4)b), dan butir 1.b.5)b) hasuslah diterima oleh
Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hanjekesejak

Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan

C. Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda

1.

Pengenaan sanksi denda terhadap Bank terkait peggsiraan
kegiatan APMK, dilakukan oleh Bank Indonesia dengzara
mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pengenaan sanksi denda terhadap Lembaga Selain tBeskt
dengan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan olBank
Indonesia dengan cara menyampaikan surat pengeaaksi denda
kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara Harisi
informasi jumlah sanksi denda dan tata cara pembagga kepada
Bank Indonesia.

PENGEMBANGAN DAN PENYEDIAAN SISTEM APMK YANG DAPAT
SALING DIKONEKSIKAN (INTEROPERABILITY DENGAN SISTEM
APMK LAINNYA.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran mamberikan manfaat

yang lebih luas kepada nasabah dalam bertransdigsrlukan upaya untuk

mengembangkan sistem yang dapat saling dikonekgledaam memproses

transaksi APMK antara Prinsipal, Penerbit dacgquirer yang satu dengan

Prinsipal, Penerbit dafxcquireryang lain.

Secara teknis, hal tersebut dapat dilakukan oletsiBal dengan menetapkan

aturan main dan suatu kriteria atau standar sehirgggiap Penerbit yang

menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapamberikan fasilitas

kepada para Pemegang Kartunya untuk menggunakas g@lesalatan yang

menggunakan.
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menggunakan tanda atau logo dari Prinsipal yangabgkutan. Kemudahan
tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagiefang Kartu juga
memberikan penghematan proses transaksi yang Kdakwleh pihak
Acquirer sehingga dapat dihindari investasi yang tidak upelibntara para
Acquirer. Dalam jangka panjang penghematan biaya transdiksrapkan
dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonoraradeseluruhan.
Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakolen pihak Prinsipal,
Penerbit danAcquirer dengan melakukan pengembangan sistem yang dari
awalnya telah dirancang agar sistem yang dikemkmang#apat saling
membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh [aimak

Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dhlgdukan melalui
kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industrntuk mendukung
pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkanpg@ak untuk mengikuti
dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan pesyaya telah menjadi
kesepakatan industri.

LAIN-LAIN

A. Hal-hal yang bersifat teknis dan mikro dalam peeygfjaraan kegiatan
APMK selain yang telah diatur dalam Surat EdarankBladonesia ini,
dapat diatur dan disepakati sendiri oleh indusBMK (Self Regulation
Organization- SRO). Pengaturan yang dilakukan oleh indusBMK
tersebut sebagai pelengkap dan tidak diperkenanddantangan dengan
ketentuan Bank Indonesia.

Dalam hal SRO telah menyepakati dan menetapkaru stetentuan,
maka setiap anggota yang tergabung atau pihaktgakgt dengan SRO
harus mematuhi dan mengikuti ketentuan yang takdpekati.

B. Penyampaian permohonan izin penyelenggaraan APMiKygmpaian
laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menydisampaikan oleh
kantor pusat Bank atau Lembaga Selain Bank kepada:

Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting déistem Pembayaran
Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Badknesia
JI. M.H. Thamrin Nomor 2
Jakarta — 10350
Xll.  PERALIHAN ...
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XIll.  PERALIHAN

A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakidkgratan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebelum dibertakuka Surat
Edaran Bank Indonesia ini dan belum memperoleh atau penegasan
dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bamdonesia.
Pengajuan permohonan izin wajib disampaikan oletkBdau Lembaga
Selain Bank paling lambat 90 (sembilan puluh) katender terhitung
sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bankoriesia ini.
Persyaratan dan tata cara memperoleh izin dari Baddnesia mengacu
pada Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakidkgratan sebagai
Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau
Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum ikekannya
Surat Edaran Bank Indonesia ini dan telah memperokn atau
penegasan dari Bank Indonesia wajib melaporkanakagiya kepada
Bank Indonesia damelengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit,
Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara dtesgian
Akhir APMK paling lambat 180 (seratus delapan pylblari kalender
sejak tanggal diberlakukannya Surat Edaran Banéresia ini.

C. Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiaghagai Prinsipal,
Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara
Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia bedem
diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadakuinuindonesia,
wajib telah berbadan hukum Indonesia paling lan@b@iua) tahun sejak
tanggal diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia

Xll.  PENUTUP
Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesianiaika:
A. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/59/DASP tan8QabDesember
2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatah Pembayaran
Dengan Menggunakan Kartu;
B. Surat..
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B. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/60/DASP tan8QaDesember
2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan kéhsian, serta
Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegigkéat
Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

C. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/18/DASP tan@@alAgustus
2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank dsdonNomor
7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prif&gplindungan
Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamabalam
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengangddeakan
Kartu;

D. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/20/DASP tdnggdei 2008
perihal Perubahan Kedua Surat Edaran Bank Indonésanor
7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prirdgolindungan
Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Kemmabalam
Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengangddeakan
Kartu; dan

E. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/7/DASP tan@dalFebruari
2008 perihal Pengawasan Penyelenggaraan KegiatanP&mbayaran
Dengan Menggunakan Kartu,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia inanfudrlaku pada tanggal
13 April 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyreaman Surat Edaran
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam aBexiegara Republik

Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SWD. MURNIASTUTI
DIREKTUR AKUNTING DAN
SISTEM PEMBAYARAN
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